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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang PKL  
Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat saat 
ini, membuat kita supaya lebih membuka diri dalam menerima segala perubahan 
yang ada dan terjadi akibat kemajuan dan perkembangan tersebut serta menyadari 
sumber daya manusia merupakan modal utama dalam suatu usaha, maka kualitas 
tenaga kerja harus dikembangkan dengan baik. Untuk memperoleh gambaran 
yang lebih komprehensif mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi tersebut, mahasiswa diwajibkan melaksanakan program Praktik Kerja 
Lapangan (PKL) yang disesuaikan dengan kebutuhan program studi sehingga 
dapat memberikan kesempatan untuk mengaplikasikan teori-teori yang telah 
didapatkan mahasiswa selama masa perkuliahan. 
Program PKL adalah penerapan seorang mahasiswa ke dalam dunia kerja 
nyata yang sesungguhnya, yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan 
dan etika pekerjaan, serta untuk mendapatkan kesempatan dalam menerapkan 
ilmu pengetahuan dan keterampilan yang ada kaitannya dengan kurikulum 
pendidikan mahasiswa. 
Program PKL ini  merupakan upaya Perguruan Tinggi untuk mempersiapkan 
mahasiswa dalam memasuki dunia kerja. Oleh karena itu, penempatan mahasiswa 
PKL di sebuah instansi yang berhubungan dengan akademik diharapkan dapat 
meningkatkan keterampilan dan kemampuan mahasiswa dalam menerapkan teori 
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yang diperoleh selama perkuliahan dengan terjun langsung ke lapangan, sehingga 
mahasiswa lebih memahami bidang pekerjaan yang digeluti. Dalam hal ini 
praktikan melaksanakan PKL di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta 
Menteng Tiga. 
 
B. Maksud dan Tujuan PKL 
Pelaksanaan PKL dimaksudkan untuk mengimplementasikan pengetahuan 
dan teori-teori yang sudah didapatkan praktikan saat di bangku perkuliahan ke 
dalam dunia kerja nyata sekaligus mempelajari bidang pekerjaan yang ditekuni 
dan memberikan pengalaman kepada praktikan mengenai dunia kerja dengan cara 
terjun secara langsung ke lapangan. 
PKL merupakan program yang wajib dilakukan oleh mahasiswa, adapun 
tujuan PKL adalah: 
1. Memberikan gambaran dan pengalaman kepada mahasiswa mengenai dunia 
kerja yang sebenarnya. 
2. Menerapkan pengetahuan yang diperoleh mahasiswa di bangku perkuliahan 
ke dalam pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya. 
3. Mampu bekerja secara efektif, bertanggung jawab dan disiplin. 
4. Mampu bekerja secara fleksibel dalam bidang non akuntansi. 
5. Mendapatkan data yang dibutuhkan untuk penyusunan laporan PKL. 
 
C. Kegunaan PKL 
Pelaksanaan PKL memberikan manfaat dan memberikan arti penting, antara 
lain:  
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1. Bagi Mahasiswa 
a. Memperluas wawasan baik di bidang akuntansi maupun di luar bidang 
akuntansi. 
b. Memberikan pengalaman dan memperkenalkan kepada mahasiswa 
mengenai situasi dunia kerja yang nyata secara langsung agar dapat 
mempersiapkan diri. 
c. Mempelajari keahlian baru dan cara menghadapi masalah dalam dunia 
kerja serta mempelajari bentuk kerja secara tim. 
d. Membentuk kepribadian yang disiplin, mandiri, dan bertanggung jawab 
dalam menyelesaikan pekerjaan atau tugas yang diberikan. 
2. Bagi Universitas Negeri Jakarta 
a. Membina hubungan kerjasama antara Universitas dengan 
Instansi/Lembaga tempat praktikan ditempatkan, yaitu pada KPP 
Pratama Jakarta Menteng Tiga. 
b. Meningkatkan profesionalitas, memperluas wawasan serta menerapkan 
ilmu pengetahuan dan keterampilan mahasiswa dalam menerapkan 
ilmunya. 
c. Menghasilkan lulusan yang berkualitas karena telah dibekali dengan 
berbagai pengalaman selama terjun ke dunia kerja sesungguhnya. 
3. Bagi KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga 
a. Membangun kerja sama antara Instansi/Lembaga khususnya KPP 
Pratama Jakarta Menteng Tiga dengan Universitas Negeri Jakarta. 
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b. Mampu melihat potensi yang dimiliki mahasiswa peserta PKL, sehingga 
akan lebih mudah dalam melakukan perencanaan peningkatan sumber 
daya manusia. 
c. Membantu kinerja KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga selama 
melakukan kegiatan sehari-hari. 
 
D. Tempat PKL 
Praktikan melaksanakan PKL di: 
Nama Instansi : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Menteng Tiga 
Alamat  : Jalan Kwini No.7 Jakarta Pusat 
No. Telepon : 021-3845211, 3442745 
Fax  : 021-3840718 
Alasan praktikan memilih KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga sebagai tempat 
PKL karena praktikan ingin mengetahui bagaimana penerapan ilmu akuntansi 
khususnya penerapan di dalam bidang perpajakan. 
 
E. Jadwal Waktu PKL 
Praktikan melaksanakan PKL di KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga selama 
dua bulan, yaitu dari tanggal 04 Juni 2015 sampai dengan 24 Juli 2015. Ketentuan 
jam kerja praktikan disesuaikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan KPP 
Pratama Jakarta Menteng Tiga, yaitu: 
Hari Kerja: Senin-Jumat 
Jam Kerja : 07.30-16.00 WIB 
Pelaksanaan kegiatan PKL dibagi dalam tiga tahap, yaitu: 
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1. Tahap Persiapan 
Pada tahap persiapan, praktikan membuat dan mengurus surat permohonan 
untuk melaksanakan PKL dari Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan 
(BAAK) Universitas Negeri Jakarta untuk diajukan kepada perusahaan atau 
instansi dimana praktikan melaksanakan PKL yaitu pada tanggal 27 Maret 2015. 
Praktikan kemudian mengajukan surat permohonan PKL tersebut kepada KPP 
Pratama Jakarta Menteng Tiga dan mendapat persetujuan dari Kepala Subbagian 
Umum KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga untuk melaksanakan PKL di Instansi 
tersebut. 
2. Tahap Pelaksanaan 
Tahap pelaksanaan PKL dilaksanakan selama dua bulan. Pelaksanaan PKL 
terhitung mulai tanggal 04 Juni 2015 sampai dengan tanggal 24 Juli 2015. 
3. Tahap Penyusunan dan Pelaporan 
Tahap penyusunan dan pelaporan dilaksanakan seiring dengan program PKL 
berjalan, karena Subbagian Umum mewajibkan kepada praktikan yang  
melaksanakan PKL untuk menyusun laporan PKL. Setelah laporan PKL 
diserahkan kepada Subbagian Umum, praktikan secara tidak langsung sudah 
mulai menyusun laporan PKL yang dijadikan syarat oleh Universitas. 
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BAB II 
TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 
A. Sejarah Instansi 
Praktikan melaksanakan PKL di KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga yang 
terletak di Jalan Kwini Nomor 7 Jakarta Pusat.  Berikut penjelasan mengenai KPP 
Pratama Jakarta Menteng Tiga: 
1. Gambaran Umum KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga 
KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga merupakan kantor baru yang terbentuk 
pada bulan Juni 2005 saat diterapkan modernisasi di seluruh Kantor Wilayah 
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Pusat dan merupakan pecahan dari KPP 
Pratama Jakarta Menteng Satu. Luas Wilayah kerja adalah 145,8 hektar meliputi 
Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat dengan Jumlah 
penduduk 5.694 Wajib Pajak dan 1.260 Objek Pajak PBB yang bisa dideteksi 
dengan adanya Nomor Objek Pajak. KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga memiliki 
ruang lingkup dalam melaksanakan pekerjaannya yaitu: 
a. Sebelah Utara berbatasan dengan kelurahan kebon sirih yang merupakan 
wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Menteng Satu. 
b. Sebelah Timur berbatasan dengan kelurahan Cikini dan Sebelah Selatan 
berbatasan dengan Kelurahan Menteng yang keduanya merupakan 
wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Menteng Dua. 
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c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Kebon Kacang dimana 
wilayah ini merupakan Wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Tanah Abang 
Dua. 
d. Gedung KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga terdiri dari tiga lantai 
dengan peruntukan ruang masing-masing sebagai berikut: 
Lantai I : Seksi Pelayanan 
  Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) 
  Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) 
Lantai II : Ruang Kepala KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga 
  Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal 
  Seksi Fungsional/Pemeriksaan 
Lantai III : Seksi Penagihan 
    Seksi Ekstensi dan penyuluhan 
 Seksi Pengawasan dan Konsultasi I 
 Seksi Pengawasan dan Konsultasi II 
 Seksi Pengawasan dan Konsultasi III 
 Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV 
 Account Representative 
Adapun visi dan misi dari KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga yang merujuk 
pada visi dan misi Dierktorat Jenderal Pajak, yaitu: 
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a. Visi 
Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem 
administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya 
masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi. 
b. Misi 
Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-Undang 
Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui sistem administrasi 
perpajakan yang efektif dan efisien. 
Sedangkan nilai-nilai yang diterapkan dalam KPP Pratama Jakarta Menteng 
Tiga, yaitu sebagai berikut : 
a. Integritas 
Menjalankan tugas dan pekerjaan dengan selalu memegang teguh 
kode etik dan prinsip-prinsip moral, yang diterjemahkan dengan 
bertindak jujur, konsisten, dan menepati janji. 
b. Profesionalisme 
Memiliki kompetensi di bidang profesi dan menjalankan tugas dan 
pekerjaan sesuai dengan kompetensi, kewenangan, serta norma-norma 
profesi, etika dan sosial. 
c. Inovasi 
Memiliki pemikiran yang bersifat terobosan dan/atau alternatif 
pemecahan masalah yang kreatif, dengan memperhatikan aturan dan 
norma yang berlaku. 
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d. Teamwork 
Memiliki kemampuan untuk bekerja sama dengan orang/pihak lain, 
serta membangun network untuk menunjang tugas dan pekerjaan. 
2. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga 
KPP adalah unit organisasi yang melaksanakan kebijaksanaan kebijaksanaan 
yang dibuat oleh DJP karena dalam pelaksanaan tugas sehari-hari KPP 
berhubungan dengan  wajib pajak. KPP sangat diandalkan oleh DJP dalam 
memberikan pelayanan kepada wajib pajak untuk menghimpun penerimaan pajak 
dalam wilayah kerja masing-masing. KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga 
merupakan salah satu unsur pelaksana DJP yang mempunyai tugas pokok 
melaksanakan fungsi pelayanan, pengawasan administratif, dan pemeriksaan 
sederhana terhadap wajib pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan 
Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, PBB, BPHTB, dan Pajak Tidak 
Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
Sebagai Kantor Pelayanan Pajak, KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga 
mempunyai tujuan untuk memudahkan para Wajib Pajak dalam memenuhi 
kewajiban pembayaran pajaknya, karena pada pajak itu sendiri juga akan 
dimanfaatkan oleh para Wajib Pajak itu sendiri. 
KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga mempunyai tujuan yang khusus, yaitu:  
a. Sebagai tempat pengumpulan dan pengolahan data-data perpajakan; 
b. Untuk menyajikan semua informasi-informasi perpajakan dan menggali 
potensi perpajakan; 
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c. Dapat juga untuk mengekstensifikasi dari semua Wajib Pajak yang 
dipungut pajaknya; 
d. Sebagai tempat penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan dari 
Wajib Pajak; 
e. Penatausahaan dan pengecekan atas Surat Pemberitahuan, penyusunan 
dan pemantauan Laporan Masa PPN, PPh, PPnBM dan PTLL; 
f. Tempat untuk penatausahaan, penerimaan, penagihan, penyelesaian 
keberatan dan restitusi PPN, PPh, PPnBM dan PTLL; 
g. Verifikasi dan penerapan bagi sanksi perpajakan; 
h. Pengutusan pemberitahuan Surat Ketetapan Pajak; 
i. Pengutusan tata usaha dari Rumah Tangga Kantor Pelayanan Pajak. 
Sesuai dengan SK Menteri Keuangan, Pasal 58 disebutkan bahwa tugas 
pokok KPP Pratama adalah melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan 
pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, 
Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tak Langsung Lainnya dalam 
wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Selain itu KPP Pratama mempunyai tugas melakukan kegiatan operasional di 
bidang Pajak Negara di dalam daerah dan berwenang berdasarkan Kebijaksanaan 
teknis yang ditetapkan DJP. Kebijaksanaan teknis yang dimaksudkan adalah 
kegiatan operasional dalam penetapan perpajakan misalnya pemberian Nomor 
Pokok Wajib Pajak, pemungutan pajak dan restitusi. Sedangkan yang dimaksud 
dengan Pajak Negara adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai 
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(PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Tidak Langsung 
Lainnya (PTLL). 
Dalam melaksanakan tugas, KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga 
menyelenggarakan fungsi antara lain: 
a. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi 
perpajakan, penyajian informasi perpajakan, penetapan dan penerbitan 
produk hukum perpajakan; 
b. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan 
pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT), serta penerimaan surat lainnya; 
c. Pengawasan, pembayaran Masa Pajak Penghasilan (PPh), Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah 
(PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dam Bea Perolehan atas 
Tanah dan Bangunan (BPHTB); 
d. Penatausahaan piutang pajak, penerimaan, penagihan, penyelesaian 
keberatan penatausahaan banding, dan penyelesaian restitusi Pajak 
Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas 
Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan 
Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); 
e. Pelaksanaan pemeriksaan sederhana dan penerapan sanksi perpajakan; 
f. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak; 
g. Pelaksanaan penyuluhan dan konsultasi perpajakan; 
h. Pelaksanaan Intensifikasi dan Ekstensifikasi; 
i. Pelaksanaan administrasi KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga. 
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3. Wilayah Kerja KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga 
Wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga adalah seluas 145,8 hektar 
meliputi Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat dengan 
Jumlah penduduk 5,694 Wajib Pajak dan 1260 Objek Pajak PBB yang bisa 
dideteksi dengan adanya Nomor Objek Pajak. Potensi ekonomi yang dominan 
yang terdapat di wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga yaitu meliputi 
perdagangan, perhotelan, restoran, dan jasa. 
 
B. Struktur Organisasi 
Struktur organisasi merupakan wadah bagi sekelompok orang yang bekerja 
sama dalam usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Struktur 
organisasi menyediakan pengadaan personil yang memegang jabatan tertentu dan 
masing-masing diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan 
jabatannya. Hubungan kerja dalam organisasi dituangkan dalam struktur 
organisasi yang merupakan gambaran sistematis tentang hubungan kerja dari 
orang-orang yang menggerakkan organisasi dalam usaha mencapai tujuan yang 
telah ditentukan. Struktur organisasi sangat penting untuk terlaksananya fungsi 
pengorganisasian dengan baik sebab dengan adanya struktur organisasi akan 
terlihat jelas tugas dan wewenang dari setiap bagian yang terdapat dalam hierarki 
organisasi dan ini akan memudahkan setiap karyawan untuk menjalankan tugas 
dan fungsinya. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Menteng Tiga 
mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pengawasan administrasi, dan 
pemeriksaan terhadap wajib pajak di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak 
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Bumi dan Bangunan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 
dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.  
Adapun struktur organisasi pada KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga adalah 
sebagai berikut:  
1. Kepala KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga; 
2. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal; 
3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi; 
4. Seksi PelayananSeksi Penagihan; 
5. Seksi Pemeriksaan; 
6. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan; 
7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I; 
8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II; 
9. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III; 
10. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV; 
11. Supervisor: Kelompok Fungsional Pemeriksaan Pajak. 
Dari struktur organisasi di atas dapat diketahui bahwa KPP Pratama Jakarta 
Menteng Tiga terdiri dari beberapa seksi yang setiap seksinya memliki tugas dan 
kegiatan masing-masing. Berikut merupakan tugas-tugas pada setiap bagian dan 
seksi-seksi dari KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga: 
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1. Kepala KPP Jakarta Menteng Tiga 
Mempunyai tugas mengkoordinir tugas-tugas yang ada di KPP Pratama 
Jakarta Menteng Tiga sesuai dengan kebijakan, keputusan dan arahan dari 
Direktorat Jenderal Pajak. 
2. Subbagian Umum 
Mempunyai tugas urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah 
tangga. Subbagian Umum terdiri dari: 
a. Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian 
Tugasnya adalah menyelenggarakan tugas pelayanan di bidang tata 
usaha dan kepegawaian dengan cara melakukan pengurusan surat, 
pengetikan dan pengadaan, pencetakan berkas, penyusunan arsip, tata 
usaha kepegawaian, dan pengiriman laporan agar dapat menunjang 
kelancaran tugas KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga. 
b. Bagian Keuangan 
Tugasnya adalah merencanakan kebutuhan dana dan melakukan 
urusan pendanaan di KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga. 
c. Bagian Rumah Tangga 
Tugasnya adalah melakukan seluruh urusan rumah tangga dan 
urusan perlengkapan KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga dari segi 
material agar dapat menunjang kelancaran jalannya pekerjaan di KPP 
Pratama Jakarta Menteng Tiga. 
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3. Seksi Ekstensifikasi 
Dalam istilah perpajakan di Indonesia, Ekstensifikasi adalah kegiatan yang 
dilakukan untuk memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada wajib 
pajak orang pribadi yang berstatus sebsgsi pengurus, komisaris, pemegang 
saham/pemilik dan pegawai, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan 
usaha dan/atau memiliki tempat usaha di pusat perdagangan dan/atau pertokoan. 
Kegiatan Ekstensifikasi ini dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Jakarta Menteng Tiga melalui Seksi Ekstensifikasi. Tugas Seksi Ekstensifikasi 
adalah melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek 
pajak, dan penilaian objek pajak dalam rangka ekstensifikasi. 
4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi 
Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) terdiri dari seorang Kepala Seksi 
Pengolahan Data dan Informasi yang tugasnya adalah mengkoordinasikan urusan 
pengolahan data dan penyajian informasi, pembuatan monografi pajak, penggalian 
potensi perpajakan, serta ekstensifikasi wajib pajak, dan intensifikasi sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepala Seksi Pengolahan 
Data dan Informasi (PDI) membawahi koordinator pelaksana yang tugasnya 
adalah: 
a. Menerima dan memanfaatkan data intern (dari seksi terkait di KPP 
Pratama Jakarta Menteng Tiga) dan data ekstern (di luar KPP Pratama 
Jakarta Menteng Tiga: Asosiasi, Notaris dan PPAT, dan pihak ketiga 
lainnya). 
16 
 
 
b. Mengidentifikasi data intern dan data ekstern untuk dikategorikan 
menjadi data dikenal dan data tidak dikenal. 
c. Mengirimkan data dikenal ke seksi yang terkait dan KPP di luar KPP 
Pratama Jakarta Menteng Tiga. 
d. Mengirimkan data tidak dikenal ke KPP di luar KPP Pratama Jakarta 
Menteng Tiga, bila alamat pada data tersebut bukan merupakan wilayah 
kerja KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga. 
e. Melakukan perekaman data ke menu Sistem Informasi Direktorat 
Jenderal Pajak (SIDJP) KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga. 
f. Mengirimkan back up data harian KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga. 
g. Membuat himbauan NPWP/NPPKP kepada wajib pajak, baik orang 
pribadi maupun badan. 
5. Seksi Pelayanan 
Seksi Pelayanan terdiri dari seorang Kepala Seksi Pelayanan yang tugasnya 
adalah mengkoordinasikan pelayanan pada Tempat Pelayanan Terpadu (TPT), 
penatausahaan pendaftaran, pemindahan dan pencabutan identitas wajib pajak 
lainnya, kearsipan berkas penelitian Surat Pemberitahuan (SPT) dan surat wajib 
pajak lainnya, kearsipan berkas wajib pajak, serta penerbitan Surat Ketetapan 
Pajak (SKP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepala Seksi Pelayanan 
membawahi koordinator pelaksana yang tugasnya adalah: 
a. Melakukan urusan penerimaan Surat Pemberitahuan (SPT), surat wajib 
pajak lainnya, melakukan penatausahaan pendaftaran, dan pencabutan 
identitas wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
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b. Melakukan penelitian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, dan 
penyelesaian permohonan penundaan penyampaian SPT sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 
c. Melaksanakan urusan tata usaha penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) 
dan kearsipan wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
6. Seksi Pengawasan dan Konsultasi 
Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) adalah salah satu seksi pada 
Kantor KPP Pratama di seluruh Indonesia. Seksi ini terbentuk setelah KPP 
melakukan modernisasi, dimana pembagian seksi pada KPP tidak lagi berorientasi 
pada jenis pajak, tetapi pembagian seksi pada Kantor KPP berorientasi pada 
fungsi seksi. Waskon adalah singkatan dari dua suku kata yaitu pengawas dan 
konsultasi. 
Fungsi umum dari seksi Waskon adalah melakukan pengawasan dan 
konsultasi terhadap wajib pajak dalam hal menjalankan seluruh kegiatan 
administrasinya. Seksi Waskon dipimpin oleh seorang Kepala Seksi (Kasi) yang 
tugasnya adalah mengkoordinir seluruh tugas pada seksi Waskon. 
7. Seksi Pemeriksaan 
Tugas pokok seksi ini melakukan penatausahaan dan pengolahan SPT, 
melakukan verifikasi atas SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Tidak Langsung Lainnya 
(PTLL), serta memantau dan menyusun laporan perkembangan pengusaha kena 
pajak dan keputusan SPT Masa. Seksi ini mempunyai beberapa fungsi sebagai 
berikut: 
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a. Pemantauan dan penatausahaan SPT Masa PPN dan PPnBM. 
b. Penerimaan, penatausahaan, dan pengecekan SPT PPN, PPnBM, dan 
Pajak Tidak Langsung Lainnya. 
c. Menelaah dan menyusun laporan perkembangan pengusaha kena pajak 
dan kepatuhan SPT Masa PPN, PPnBM, dan Pajak Tidak Langsung 
Lainnya. 
d. Mengkonfirmasikan faktur pajak. 
e. Verifikasi atas SPT Masa PPN, PPnBM, dan Pajak Tidak Langsung 
Lainnya pengusaha kena pajak tidak terdaftar dan yang tidak 
memasukkan SPT Masa. 
8. Seksi Penagihan 
Seksi ini mempunyai tugas melakukan penatausahaan piutang pajak, 
penagihan, penundaan dan angsuran serta pembuatan usulan penghapusan piutang 
pajak. Seksi Penagihan terdiri dari: 
a. Koordinator Pelaksanaan Tata Usaha Piutang Pajak yang mempunyai 
tugas membantu urusan penatausahaan piutang pajak, pengusulan 
penghapusan piutang pajak, penundaan dan angsuran. 
b. Koordinator Pelaksanaan Penagihan Aktif yang mempunyai tugas 
membantu penyiapan surat teguran, surat paksa, surat perintah panyitaan, 
sita, usulan lelang dan dukungan penagihan lainnya. 
9. Kelompok Jabatan Fungsional 
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai 
dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-
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undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah 
jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang 
keahliannya. Sikap kelompok dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang 
ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang 
bersangkutan. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan 
beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
10. Account Representative (AR) 
Tugas dari AR adalah penyusunan profil Wajib Pajak, memberikan informasi 
perpajakan, analisis kinerja Wajib Pajak, pengawasan kepatuhan kewajiban 
perpajakan Wajib Pajak, dan sebagainya. Berdasarkan PMK No.55/PMK.01/2007 
mengenai Tata Kerja & Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, rata-rata 
standar untuk setiap KPP Pratama memiliki 20 AR dan dapat ditambah tergantung 
dari jumlah besarnya Wajib Pajak dan juga lingkup kerja yang terdapat di KPP 
tersebut. Tugas lain dari AR adalah melaksanakan tugas-tugas teknis, seperti: 
a. Memberikan penjelasan tentang kegiatan administrasi perpajakan yang 
harus dipenuhi oleh wajib pajak. 
b. Menjadi tempat konsultasi dan para wajib pajak. 
c. Membuat surat-surat, seperti surat teguran, surat ucapan terima kasih, 
surat pemberitahuan kepada wajib pajak, dan lain sebagainya. 
d. Memeriksa Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan wajib pajak. 
e. Mendisposisikan surat-surat, seperti surat masuk dan surat keluar. 
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f. Memberikan aturan kepada wajib pajak untuk menghitung pajak dan 
mengisi Surat Pemberitahuan (SPT). 
g.  Membuat data base wajib pajak. 
 
C. Kegiatan Umum Instansi 
Kegiatan umum dari KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga, yaitu: 
1. Tempat Pelayanan Terpadu 
Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) adalah suatu tempat pelayanan perpajakan 
yang terintegrasi dengan sistem yang melekat pada Kantor Pelayanan Pajak dalam 
memberikan pelayanan perpajakan.Petugas TPT yang bertugas dikoordinasikan 
oleh Seksi Pelayanan. Jadwal pelayanan TPT sesuai jam kerja pada pukul 08.00 
s.d 16.00 WIB. Masyarakat dapat mengurus semua tentang administrasi 
perpajakan langsung dengan mendatangi TPT di KPP Pratama Jakarata Cempaka 
Putih. Berikut pelayanan yang diberikan oleh TPT yaitu : 
1) Pembuatan atau pembetulan data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 
2) Pengukuhan atau perubahan data Pengusaha Kena Pajak (PKP); 
3) Melapor atau memperbaiki laporan SPT PPh Tahunan dan SPT masa; 
4) Memberikan informasi jelas tentang apa saja yang dibutuhkan 
masyarakat terkait dengan urusan atau keperluan perpajakan. 
2. Pengawasan dan Konsultasi Perpajakan 
Tugas umum Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) adalah melakukan 
pengawasan dan konsultasi terhadap Wajib Pajak dalam hal menjalankan seluruh 
kegiatan administrasi perpajakan.Seksi Waskon dipimpin oleh seorang Kepala 
Seksi (Kasi) yang bertugas mengkoordinir seluruh tugas-tugas pada Seksi Waskon 
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dan Kasi Waskon dibantu oleh Account Representative. Tugas Account 
Representative adalah melaksanakan tugas-tugas teknis pada Seksi Waskon 
seperti : 
1) Memberikan penjelasan tentang kegiatan administrasi perpajakan yang 
harus dipenuhi oleh Wajib Pajak; 
2) Menjadi tempat konsultasi Wajib Pajak; 
3) Membuat surat teguran, surat ucapan terima kasih, surat pemberitahuan 
kepada Wajib Pajak, dan surat lainnya; 
4) Memeriksa SPT yang disampaikan Wajib Pajak; 
5) Mendisposisikan surat-surat, seperti surat masuk dan surat keluar; 
6) Memberikan aturan kepada Wajib Pajak untuk menghitung pajak dan 
mengisi SPT; 
7) Membuat data base Wajib Pajak. 
Seksi Waskon pada KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih dibagi menjadi 4 
(empat) bagian : 
1) Seksi Pengawasan dan Konsultasi I 
2) Seksi Pengawasan dan Konsultasi II 
3) Seksi Pengawasan dan Konsultasi III 
4) Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV 
Pada prinsipnya tugas dari setiap Seksi Waskon adalah sama dan yang 
membedakan hanyalah pembagian wilayah kerjanya. Hal ini diberlakukan dengan 
tujuan untuk mempermudah tugas dan fungsi KPP Pratama Jakarta Cempaka 
Putih. 
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3. Pemeriksaan dan Penagihan Perpajakan 
Seksi Pemeriksaan memiliki tugas : 
1) Pemantauan dan penatausahaan SPT Masa PPN dan PPnBM; 
2) Penerima, penatausahaan dan pengecekan SPT PPN, PPnBM dan Pajak 
Tidak Langsung lainnya; 
3) Menelaah dan menyusun laporan perkembangan PKP dan kepatuhan SPT 
Masa PPN, PPnBM, dan Pajak Tidak Langsung lainnya; 
4) Megkonfimasikan faktur pajak; 
5) Verifikasi atas SPT Masa PPN, PPnBM, dan Pajak Tidak Langsung 
lainnya PKP tidak terdaftar dan tidak memasukan SPT Masa. 
Seksi penagihan bertugas melakukan penatausahaan piutang pajak, 
penagihan, penundaan dan angsuran serta pembuatan usulan penghapusan piutang 
pajak. 
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BAB III 
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
A. Bidang Kerja 
PKL dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Menteng Tiga 
selama dua bulan dan praktikan ditempatkan di Bagian Fungsional Pemeriksa. 
Secara umum tugas yang diperoleh praktikan di bagian tersebut adalah : 
1. Mengurus administrasi pengiriman surat klarifikasi data Pajak Pertambahan 
Nilai (PPN) keluaran, 
2. Merekap rekening koran wajib pajak badan, 
3. Merekap bukti-bukti pembelian wajib pajak berupa nota pembelian, 
4. Mengkomparasi neraca dan laporan laba rugi tahun berjalan dengan tahun 
sebelumnya, 
5. Mengurus surat permintaan pemeriksaan lokasi wajib pajak, 
6. Merekap daftar amortisasi dan penyusutan fiskal wajib pajak, 
7. Merekap lampiran III SPT 1771, 
8. Pengisian lembar pemeriksaan pajak menurut wajib pajak ke dalam kertas 
kerja pemeriksaan, 
9. Merekap polis asuransi wajib pajak. 
 
B. Pelaksanaan Kerja 
Tugas dan pekerjaan yang dilakukan praktikan selama PKL berlangsung 
dapat dikelompokkan dan dideskripsikan menjadi beberapa kelompok antara lain: 
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1. Mengurus administrasi pengiriman surat klarifikasi data PPN keluaran 
Surat klarifikasi data PPN keluaran ini dikirimkan oleh pemeriksa kepada 
seluruh KPP dimana perusahaan dari wajib pajak yang merupakan Pengusaha 
Kena Pajak (PKP) terdaftar. Surat ini dibuat guna meminta klarifikasi dan 
konfirmasi mengenai tersedia atau tidaknya data PPN keluaran dari wajib pajak 
pada KPP tersebut sehingga dapat mengetahui apakah data PPN Masukan yang 
diterima oleh pemeriksa merupakan PPN Masukan yang dapat dikreditkan atau 
tidak dapat dikreditkan. 
Dalam pembuatan surat ini, praktikan diberikan tugas untuk  melengkapi data 
pada surat-surat yang akan dikirimkan tersebut sebelum surat tersebut dikirim. 
Sebelum surat-surat tersbut diberikan kepada praktikan, surat tersebut dibuat oleh 
pemeriksa dan ditandatangani oleh Kepala KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga. 
Pelaksanaan dari kegiatan ini yaitu: 
1) Menggabungkan surat dengan lampiran yang telah disediakan dengan 
memperhatikan tiga digit angka yang terletak di akhir nomor NPWP di 
masing-masing surat dan lampiran tersebut, 
2) Menulis dan mengurutkan nomor surat serta menuliskannya ke dalam 
buku surat masuk dan surat keluar KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga 
yang dipegang oleh Subbagian Umum, 
3) Memasukkan surat-surat tersbut ke dalam amplop yang telah tersedia dan 
mengisi data mengenai KPP tujuan berupa nama KPP yang dituju beserta 
dengan alamat lengkapnya, 
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4) Setelah seluruh data lengkap, surat-surat tersebut pun siap untuk 
dikirimkan melalui pos. 
2. Merekap rekening koran wajib pajak badan 
Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa dalam melakukan 
pemeriksaannya terhadap wajib pajak yang bersangkutan adalah memeriksa data-
data yang berhubungan dengan keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan 
oleh wajib pajak, termasuk dari data rekening koran wajib pajak tersebut. Data 
rekening koran yang diperiksa adalah data selama setahun penuh yaitu dari bulan 
Januari sampai dengan Desember pada tahun yang sedang diperiksa. Output dari 
kegiatan ini adalah data rekapan rekening koran dari setiap bank yang 
bersangkutan dengan wajib pajak selama setahun pada tahun yang sedang 
diperiksa. 
Pelaksanaan kegiatan ini yaitu : 
1) Membuka program Microsoft Excel, 
2) Menuliskan nama perusahaan atau wajib pajak, nomor rekening, dan 
nama bank yang bersangkutan, 
3) Membuat tabel yang berisi tanggal, keterangan, nilai debit, nilai kredit, 
dan saldo, 
4) Mengisi tanggal, keterangan, nilai debit, nilai kredit, dan saldo yang 
tertera pada data rekening koran yang tersedia ke dalam kolom-kolom 
pada tabel tersebut, 
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5) Memeriksa kelengkapan dan kebenaran pengisian dengan melihat saldo 
akhir yang tertera di excel apakah sama dengan data yang ada pada 
berkas. 
 
3. Merekap bukti-bukti pembelian wajib pajak berupa nota pembelian 
Kegiatan lain yang dilakukan pemeriksa dalam memeriksa wajib pajaknya, 
yaitu dengan memeriksa kegiatan pembelian atau penjualan yang dilakukan wajib 
pajaknya melalui bukti-bukti pembelian atau penjualan yang berupa bon. Wajib 
pajak akan memberikan bukti-bukti bon tersebut kepada pemeriksa, lalu 
pemeriksa akan merekap, memeriksanya, dan yang terakhir menentukan hasil 
pemeriksaan dari bukti-bukti tersebut. Dalam kegiatan ini, praktikan ditugaskan 
untuk merekap bukti-bukti pembelian berupa bon tersebut. 
Pelaksanaannya yaitu : 
1) Membuka program Microsoft Excel, 
2) Membuat tabel berisi tanggal, tenant, kuantitas, item, harga, diskon, dan 
jumlah, 
3) Mengisi tabel sesuai dengan data yang tertera pada bon-bon pembelian 
yang diberikan, 
4) Memeriksa kelengkapan dan kebenaran pengisian ke dalam tabel 
tersebut, 
5) Setelah diperiksa kelengkapan dan kebenarannya, selanjutnya akan 
dianalisis lebih lanjut oleh pegawai pemeriksa pajak. 
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4. Mengkomparasi neraca dan laporan laba rugi tahun berjalan dengan tahun 
sebelumnya 
Laporan keuangan adalah suatu hal yang penting dalam melakukan 
pemeriksaan. Salah satu prosedur yang dilakukan dalam pemeriksaan yang 
berkaitan dengan laporan keuangan adalah mengkomparasi atau membandingkan 
neraca dan laba rugi pada tahun tertentu dengan tahun-tahun yang sebelumnya 
sehingga dapat melihat bagaimana pertumbuhan atau perkembangan perusahaan 
yang merupakan wajib pajak tersebut. Dalam melakukan prosedur ini, wajib pajak 
diwajibkan memberikan laporan keuangannya secara lengkap, lalu pemeriksa 
akan melakukan pemeriksaan dari laporan keuangan yang telah diberikan tersebut. 
Dalam kegiatan ini, praktikan ditugaskan membandingkan neraca dan laba 
rugi selama dua tahun berturut-turut dan melihat bagaimana persentase penurunan 
atau kenaikannya yang akan menunjukkan kejanggalan yang menjelaskan 
mengapa perusahaan tersebut layak untuk diperiksa. Setelah hasil komparatif 
neraca dan laba rugi tersebut selesai, maka hasilnya akan dianalisis lebih lanjut 
oleh pegawai pemeriksa pajak. 
Pelaksanaan  tugas yang dilakukan praktikan, yaitu : 
1) Membuka program Microsoft ExceL, 
2) Membuat tabel berisikan uraian, tahun yang sedang diperiksa, tahun 
sebelumnya, dan persentase naik/turun, 
3) Dari laporan keuangan yang telah diberikan data-data neraca dan laba 
rugi dimasukkan ke dalam tabel, setelah itu dihitung selisihnya yang akan 
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menunjukkan adanya kenaikan ataukah penurunan, dan yang terakhir 
dihitung berapa persentasenya, 
4) Hasil dari komparatif dicetak dan diberikan hasilnya kepada pegawai 
pemeriksa untuk dianalisis lebih lanjut. 
5. Pengurusan surat permintaan pemeriksaan lokasi wajib pajak 
Pemeriksaan pajak dapat dilakukan dengan pemeriksaan melalui berkas-
berkas yang diberikan berupa laporan keuangan dan bukti-bukti transaksi lainnya 
dan dapat juga dilakukan dengan pemeriksaan lokasi oleh Kantor Pelayanan Pajak 
yang sesuai dengan lokasi perusahaan atau wajib pajak itu berada. Untuk meminta 
KPP yang bersangkutan melakukan pemeriksaan lokasi, maka pemeriksa akan 
mengirimkan surat permintaan pemeriksaan lokasi. 
Dalam pembuatan surat ini, praktikan diberikan tugas untuk  melengkapi data 
pada surat-surat yang akan dikirimkan tersebut sebelum surat tersebut dikirim. 
Sebelum surat-surat tersbut diberikan kepada praktikan, surat tersebut dibuat oleh 
pemeriksa dan ditandatangani oleh Kepala KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga. 
Pelaksanaan dari kegiatan ini, yaitu: 
1) Menulis dan mengurutkan nomor surat serta menuliskannya ke dalam 
buku surat masuk dan surat keluar KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga 
yang dipegang oleh Subbagian Umum, 
2) Memasukkan surat-surat tersebut ke dalam amplop yang telah tersedia 
dan mengisi data mengenai KPP tujuan berupa nama KPP yang dituju 
beserta dengan alamat lengkapnya, 
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3) Setelah seluruh data lengkap, surat-surat tersebut pun siap untuk 
dikirimkan melalui pos. 
6. Merekap daftar amortisasi dan penyusutan fiskal wajib pajak 
Prosedur lain yang dilakukan oleh pemeriksa pajak dalam memeriksa wajib 
pajak salah satunya adalah dengan melihat daftar amortisasi dan penyusutan 
fiskalnya. Dalam tugas ini praktikan diberikan berkas mengenai amortisasi dan  
penyusutan fiskal yang telah dilengkapi oleh wajib pajak dan diberikan kepada 
pemeriksa pajak. 
Pelaksanaan dari kegiatan ini, yaitu : 
1) Membuka program Microsoft Excel, 
2) Membuat tabel berisikan kelompok/jenis harta, bulan/tahun perolehan, harga 
perolehan (rupiah), nilai sisa buku fiskal awal tahun (rupiah), metode 
penyusutan komersial, metode penyusutan fiskal, penyusutan amortisasi 
fiskal tahun ini, dan catatan, 
3) Mengisi tabel sesuai dengan data yang terdapat dalam berkas yang telah 
diberikan secara lengkap dan benar, 
4) Memeriksa kelengkapan dan kebenaran pengisian data pada tabel, 
5) Setelah diperiksa kelengkapan dan kebenarannya, selanjutnya akan dianalisis 
oleh pegawai pemeriksa pajak.  
7. Merekap lampiran III SPT 1771 
Lampiran III pada SPT 1771 berisi mengenai bukti pemotongan pajak. 
Praktikan ditugaskan memasukkan data lampiran III dari SPT 1771 yang diisi 
oleh wajib pajak ke dalam program Microsoft Excel untuk selanjutnya diperiksa 
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oleh pemeriksa pajak mengenai bukti potong PPh 23 dari wajib pajak tersebut 
apakah sesuai atau tidak. 
1) Membuka program Microsoft Excel, 
2) Membuat tabel sesuai dengan yang tertera di lampiran III SPT 1771, 
yaitu berisikan nomor, nama pemotong/pemungut pajak, NPWP 
pemotong/pemungut pajak, jenis penghasilan/transaksi, objek 
pemotongan/pemungutan (rupiah), pajak pengasilan yang 
dipotong/dipungut (rupiah), nomor bukti pemotongan/pemungutan, dan 
tanggal bukti pemotongan/pemungutan, 
3) Memasukkan data ke dalam tabel sesuai dengan lampiran III SPT 1771 
yang telah diisi dan diberikan oleh wajib pajak, 
4) Setelah selesai dimasukkan data-data tersebut dengan sesuai dan benar, 
maka selanjutnya akan dianalisis dan ditindaklanjuti oleh pegawai 
pemeriksa pajak. 
8. Pengisian lembar pemeriksaan pajak menurut wajib pajak ke dalam kertas 
kerja pemeriksaan 
Dalam kertas kerja pemeriksaan akan dibandingkan bagaimana hasil 
perhitungan yang telah dihitung oleh pemeriksa pajak dengan hasil perhitungan 
yang dihitung atau diisikan oleh wajib pajak ke dalam SPT. Dari perbandingan 
ini, akan terlihat bagaimana kesalahan perhitungan atau pengisian ke dalam SPT 
oleh wajib pajak yang bersangkutan. Praktikan ditugaskan mengisi data mengenai 
perhitungan PPh Pasal 21 menurut wajib pajak ke dalam lembar kerja 
pemeriksaan yang datanya diambil dari SPT wajib pajak tersebut selama setahun. 
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Pelaksanaannya yaitu sebagai berikut: 
1) Praktikan diberikan SPT dari wajib pajak yang diperiksa dan diberikan 
file berbentuk excel yang berisi kertas kerja pemeriksaan yang sudah 
lengkap dengan tabelnya serta telah diisi hasil perhitungan menurut 
pemeriksa, 
2) Praktikan melengkapi data perhitungan PPh Pasal 21 menurut wajib 
pajak dari SPT yang diberikan ke dalam tabel yang telah tersedia. Data 
yang dilengkapi adalah objek pajak, pajak terutang, jumlah PPh Pasal 21 
terutang, kredit pajak, dan PPh Pasal 21 kurang/(lebih) dibayar, 
3) Setelah semua data telah lengkap, maka data disimpan dan diberikan 
kepada pemeriksa pajak untuk dicetak dan menjadi bagian dari hasil 
pemeriksaan pajak atas wajib pajak. 
9. Merekap polis asuransi wajib pajak 
Polis asuransi pada perusahaan/wajib pajak juga salah satu hal yang akan 
diperiksa oleh pemeriksa pajak dan dijadikan pertimbangan mengenai hasil 
pemeriksaan bagi wajib pajak nantinya. Pemeriksa pajak akan meminta seluruh 
data polis premi asuransi yang dimiliki wajib pajak dan akan melakukan 
pemeriksaan terhadap berkas-berkas tersebut. 
Pada kegiatan ini, praktikan diberikan tugas untuk melakukan perekapan data 
polis asuransi dari berkas-berkas yang diberikan oleh wajib pajak kepada pegawai 
pemeriksa pajak. 
Pelaksanaannya yaitu : 
1) Membuka program Microsoft Excel, 
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2) Membuat tabel berisi nama asuransi, harga pertanggungan, nomor kuitansi, 
tanggal, jumlah, nomor kuitansi pada invoice, tanggal, jumlah, dan bulan, 
3) Mengisi tabel sesuai dengan data polis asuranasi yang tertera pada berkas 
yang telah diberikan, 
4) Memeriksa kelengkapan dan kebenaran pengisian ke dalam tabel tersebut, 
5) Setelah diperiksa kelengkapan dan kebenarannya, selanjutnya akan dianalisis 
lebih lanjut oleh pegawai pemeriksa pajak. 
 
C. Kendala yang Dihadapi 
Selama melaksanakan PKL di KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga, praktikan 
menghadapi beberapa kendala, baik dari diri sendiri maupun dari lingkungan 
tempat praktikan bekerja. Beberapa kendala tersebut yaitu: 
1. Perangkat komputer yang digunakan oleh praktikan tidak terhubung langsung 
dengan printer-printer yang tersedia di dalam ruangan Bagian Fungsional 
Pemeriksa KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga, sehingga saat ingin mencetak 
pekerjaan yang telah diselesaikan praktikan, praktikan agak mengalami 
kesulitan. 
2. Terdapat berkas-berkas yang tidak tersimpan dengan baik, sehingga hal 
tersebut sedikit menyulitkan praktikan untuk menyimpan berkas yang telah 
praktikan kerjakan. 
 
D. Cara Mengatasi Kendala 
Dari kendala-kendala yang praktikan hadapi selama melaksanakan PKL, 
praktikan selalu berusaha untuk dapat menemukan cara untuk mengatasi kendala-
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kendala tersebut. Cara praktikan dalam mengatasi kendala-kendala tersebut yaitu 
sebagai berikut: 
1. Apabila ingin mencetak hasil pekerjaan yang telah praktikan kerjakan, 
Praktikan menggunakan flashdisk untuk memindahkan tugas atau pekerjaan 
yang praktikan kerjakan ke komputer lain yang terhubung langsung dengan 
printer di ruangan Bagian Fungsional Pemeriksa KPP Pratama Jakarta 
Menteng Tiga tersebut. 
2. Praktikan mencoba untuk merapihkan berkas-berkas yang tidak tersimpan 
dengan baik agar memberikan ruang untuk berkas-berkas lain. 
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BAB IV 
KESIMPULAN 
A. Kesimpulan 
Kesimpulan yang dapat diambil dari pelaksanaan PKL di KPP Pratama 
Jakarta Menteng Tiga adalah sebagai berikut: 
1. Praktikan dapat mengetahui apa saja kegiatan umum yang dilakukan di KPP 
Pratama Jakarta Menteng Tiga, khususnya di bagian Fungsional Pemeriksa. 
2. Praktikan dapat mengetahui bagaimana dan apa saja kegiatan yang dilakukan 
oleh pemeriksa pajak dalam memeriksa wajib pajaknya. 
3. Pelaksanaan PKL sangatlah penting dan berguna sebagai sarana yang baik 
untuk melatih dan mempraktikan teori yang telah didapatkan di bangku 
kuliah. 
4. PKL sangat melatih mental serta dorongan untuk berdisiplin dalam kerja yang 
profesional, sehingga praktikan dapat menyiapkan diri untuk terjun langsung 
ke dunia kerja. 
5. Di KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga kepercayaan, kerjasama, komunikasi, 
dan saling pengertian diantara karyawan dengan pemimpin sangat diperlukan. 
  
B. Saran – Saran 
Adapun saran-saran yang dapat diberikan oleh praktikan untuk kedepannya 
yaitu sebagai berikut: 
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1. Bagi Universitas Negeri Jakarta 
a. Dapat meningkatkan pelayanan akademik khususnya dalam persiapan 
dalam persiapan Praktik Kerja Lapangan bagi mahasiswa. 
b. Melakukan ikatan kerjasama dengan Instansi yang menjadi rekan 
khususnya dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan. 
2. Bagi KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga 
a. Memberikan kepercayaan kepada praktikan karena dengan kepercayaan 
praktikan dapat menunjukkan potensi yang dimiliki. 
b. Mempertahankan hubungan kerjasama yang baik antara karyawan dan 
karyawati. 
c. Kedisiplinan untuk para pegawai perlu ditingkatkan. 
d. Seorang pegawai yang baik haruslah profesional dalam bekerja, memiliki 
jiwa disiplin, teliti, dan mau bekerja sama dengan baik. 
3. Bagi Mahasiswa  
a. Praktikan harus mengutamakan kedisiplinan kerja dan motivasi kerja 
yang tinggi untuk menjadikan mahasiswa yang mempunyai etos kerja 
yang baik dan profesional dalam segala bidang. 
b. Praktikan harus lebih komunikatif dan tidak kaku agar kesalahan dapat 
diminimalisasi dalam mengerjakan pekerjaan. 
c. Mahasiswa lebih aktif, memiliki keterampilan dan cakap dalam segala 
bidang karena hal itu sangat dibutuhkan bagi instansi-instansi atau 
perusahaan. Dengan berbekal keterampilan dan kelebihan akan lebih 
memudahkan dalam melaksanakan tugas. 
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